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BAB SATU

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sektor usaha yang hingga kini
menjadi sektor yang banyak memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian
di Indonesia. Usaha ini dapat bertahan dan berdiri kokoh disaat terjadinya krisis
ekonomi yang melanda negara Indonesia pada tahun 1997. Seperti yang ditegaskan
oleh Suci (2017) saat dunia diterpa oleh kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada
tahun 1997 hingga 1998 membuat kondisi ekonomi di Indonesia memburuk dan

hanya sektor UMKM yang mampu bertahan dan berdiri kokoh.

Ketanggapan para pelaku UMKM terhadap krisis ekonomi membuat jumlah
UMKM banyak tersebar luas di Indonesia dan berperan penting dalam
perekonomian Indonesia serta dapat menyerap jumlah tenaga kerja. Informasi yang
diperoleh melalui Menkop dan UKM (2018) yang menunjukkan jumlah UMKM
dan Tenaga Kerja bertambah setiap tahunnya sehingga usaha ini memerlukan
pengelolaan yang maksimal. Mengenai karasteristik UMKM di jelaskan di dalam
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bahwa UMKM merupakan usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, usaha kecil adalah

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang



perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Pesatnya perkembangan jumlah UMKM yang ada di Indonesia membuat para
pelaku usaha bersaing dan segala cara untuk tetap mempertahankan usahanya,
termasuk UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Dari data yang diperoleh dari Dinas
Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM Kota Gorontalo (2020) menunjukkan bahwa
jumlah UMKM di Kota Gorontalo setiap tahun mengalami peningkatan, namun di
dalam pengelolaan keuangan menurut Kepala Desa Botuberani (2020) masih
sepenuhnya dilakukan secara sederhana dengan sistem pembukuan tunggal, dan

tidak disajikan dalam bentuk laporan keuangan organisasi.

Berdasarkan latar belakang, mengenai pentingya penerapan pelaporan keuangan
organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan SAK-ETAP, maka
penulis tertarik mengadakan suatu pelatthan dengan formulasi judul “
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sosialisasi Pengelolaan

Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Umkm Di Desa Botu

Berani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone-Bolango Provinsi Gorontalo

1.2 Rumusan Kegiatan

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan dalam pengabdian,
maka rumusan masalah dalam pengabdian ini bagaimanakah model pengelolaan
keuangan UMKM di Desa Botuberani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone-

Bolango?



1.3. Tujuan Pengabdian

Sejalan dengan analisis situasi dan rumusan masalah yang telah ditetapkan
dalam pengabdian ini, maka tujuan pengabdian ini untuk mengetahui bagaimana
pengelolaan keuangan UMKM di Desa Botuberani Kecamatan Kabila Bone

Kabupaten Bone-Bolango.

1.4 Manfaat Kegiatan

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka manfaat pengabdian yang
diharapkan adalah dapat memberi solusi pengelolaan keuangan UMKM
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Desa Botuberani Kecamatan

Kabila Bone Kabupaten Bone-Bolango.



BAB DUA

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang RI No. 20 Tahun 2008 ini. Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 Undang-
Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yaitu:
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 1) Kriteria
Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah). 2) Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat



usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih
dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah). 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya
dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan
Presiden.

2.2. Peran Akuntansi Dalam UMKM

Berdasarkan teori entitas, maka penerapan akuntansi penting bagi pelaku
usaha dalam melakukan pencatatan keuangan sehingganya pelaku usaha dapat
melakukan penggolongan keuangan antara uang pribadi dan uang usaha, disamping
itu pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya yang dapat dilihat dari
laporan keuangan yang dihasilkan (Rais, 2019).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, berkaitan dengan pentingnya
akuntansi juga sejalan dengan Kieso, Weygandt, & Warfield (2005) serta
Niswonger, Warren, Reeve, & Fess, (2000) bahwa penerapan akuntansi itu penting
dalam menjalankan suatu usaha hal ini dikarenakan, dengan adanya penerapan

akuntansi maka pelaku usaha dapat menghasilkan informasi keuangan secara



keseluruhan yang diperlukan oleh pihak internal dan eksternal, serta dapat
mengevaluasi dan mengontrol perkembangan usaha yang dijalankan. Hal ini tidak
jauh berbeda dengan Meigs, Meigs, Bettner, & Whittington, (1996) dan Wolk,
Tearney, & Dodd, (2001) bahwa penerapan akuntansi dapat membantu pihak
manajerial atau pelaku usaha dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan data keuangan organisasi yang terdapat dalam laporan keuangan
yang dihasilkan.

Dari berbagai pandangan tentang penerapan akuntansi, dapat disimpulkan
bahwa penerapan akuntansi dapat membantu pelaku usaha dalam menghasilkan
laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai informasi yang berkaitan dengan
keadaan ekonomi usaha. Hal ini juga berlaku pada UMKM yang berada di Kota
Gorontalo, dikarenakan dengan adanya akuntansi maka dapat memberikan dasar
informasi dalam pengambilan keputusan strategis mengenai pengembangan usaha.

Sejalan dengan pentingnya menerapkan akuntansi pada UMKM maka
menurut UU No 20 Tahun 2008, UMKM didirikan dengan tujuan utama dapat
menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Tujuan
ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Akbar et al., (2016) bahwa dalam
membangun suatu usaha, yang menjadi tujuan awalnya adalah untuk menghasilkan
laba yang dapat dinikmati dan dipergunakan dalam perkembangan usaha yang lebih
maju.

Berkaitan dengan tujuan didirikannya UMKM, akuntansi berperan penting

didalamnya. Menurut Shonhadji et al., (2017) bahwa akuntansi merupakan proses



sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan bagi penggunanya. Demikian juga oleh Rais, (2019)
penerapan akuntansi sangat diperlukan dalam menjalankan usaha karena berguna
untuk mengetahui kondisi keuangan usaha atau perusahaan.

2.3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK
EMKM)

Dalam menjalankan suatu UMKM, maka penerapan akuntansi diperlukan
didalamnya. P enerapan akuntansi yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan
standar akuntansi dalam hal ini SAK EMKM. Berkaitan dengan SAK EMKM,
adalah turunan dari Standar Akuntansi Keuangan dan SAK ETAP tujuannya adalah
membantu pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan dengan mudah dan
sederhana, sehingga dengan adanya laporan keuangan dapat membantu pelaku
UMKM dalam mendapat bantuan dana dan mengetahui perkembangan usaha. Hal
ini sejalan dengan tujuan diterapkannya SAK EMKM menurut (Suryani &
Subardjo, 2020) bahwa diyakini dengan adanya laporan keuangan yang mudah
dipahami, mempermudah akses ke sektor perbankan dalam mengajukan sebuah
pinjaman modal atau akses pendanaan untuk melakukan pengembangan usaha.
Dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, terdapat tiga laporan
keungan yang harus disusun oleh entitas yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi
Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Jauh sebelum adanya SAK EMKM, yang menjadi dasar dalam penyusunan
laporan keuangan adalah SAK (Standar akuntansi keuangan). SAK adalah

ketentuan yang dapat mengatur entitas bisnis dalam melakukan penyusunan laporan



keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan (Putra, 2018). Tetapi
dengan adanya SAK saja tidak cukup dalam membantu pelaku UMKM dalam
menyusun laporan keuangan, oleh karena itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan
(DSAK) pada tahun 2009 telah mengesahkan SAK ETAP yang lebih dikhususkan
kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik) adalah turunan dari SAK. SAK ETAP bertujuan untuk dapat membantu
pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang
sifatnya lebih mudah untuk dipahami oleh pelaku UMKM dalam menerapkan
akuntansi sesuai standar, diantaranya ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus
kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan ekuitas (Kurniawanysah,
2016).

Dalam menerapkan SAK ETAP ternyata masih terlalu rumit bagi pelaku
UMKM dalam menerapkannya. Praktik akuntansi pada UMKM mengacu pada
SAK ETAP belum terlaksana disebabkan keterbatasan pengetahuan akuntansi para
pengusaha UMKM sehingga tidak mempraktekkan proses akuntansi yang
memadai, serta menurut pelaku UMKM hal ini terlalu ribet dan dianggap buang-
buang waktu (Kurniawanysah, 2016). Oleh karena itu DSAK tidak hanya berhenti
sampai pada SAK ETAP saja, tetapi 1Al (Ikatan Akuntansi Indonesia) telah
menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah
atau disingkat dengan SAK EMKM dan telah disahkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016 yang diperuntukkan bagi entitas

tanpa akuntabilitas publik (Uno et al., 2019).



Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK
EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dengan
menyajikan laporan untuk pihak yang menggunakan laporan keuangan. SAK
EMKM bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam membuat laporan
keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pelaku
UMKM (SAK EMKM, 2016)

Penyusunan laporan keuangan SAK EMKM lebih sederhana dan mudah
dilakukan oleh pelaku UMKM. Dalam penyusun laporan keuangan untuk aset dan
liabilitas cukup dengan menggunakan biaya historis (pencatatan dengan
menggunakan harga perolehan). Menurut SAK EMKM (2016) terdapat tiga laporan
keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan
keuangan yang lebih mempermudah UMKM dalam menyediakan laporan
keuangan. Untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan lkatan Akuntansi
Indonesia (DSAK IAl) merancang SAK EMKM pada tahun 2016. Namun, SAK
EMKM baru dapat digunakan mulai efektif 1 Januari 2018.

Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,
Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menurut Uno et al., (2019) dimaksudkan
untuk SAK EMKM digunakan pada entitas mikro, kecil, dan menengah, serta bagi
usaha yang tidak memenuhi kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2.4.  Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EMKM
Laporan keuangan menurut Hery (2018) adalah hasil dari proses akuntansi

yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau



aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain,
laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menunjukkan kondisi
kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Hery (2018) maka
berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan
(KDPPLK) paragraf 7, yang dimaksud laporan keuangan merupakan bagian dari
proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan
dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian
integral dari laporan keuangan.

Berkaitan dengan definisi tentang laporan keuangan, maka laporan
keuangan memiliki tujuan dalam penerapannya, menurut SAK EMKM (2016)
tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan
kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam
pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat
meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.
Tidak jauh berbeda dengan tujuan laporan keuangan menurut Henawati, Kuntorini,
& Pramono, (2019) adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan dan
Kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi banyak pengguna dalam pengambilan

keputusan ekonomi seperti kreditor dan investor. Laporan keuangan tersebut



menunjukkan tanggungjawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya.

Sejalan dengan tujuan dari laporan keuangan, maka dalam SAK EMKM
juga dijelaskan bahwa laporan keuangan perlu menyajikan laporan posisi keuangan
pada akhir periode, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Demikian
juga menurut Suparti, Nuris, Sunaryanto, & Achadiyah, (2019) bahwa sebagian
besar UMKM belum menerapkan pencatatan akuntansi dalam menjalankan
usahanya, dalam menerapkan catatan akuntansi dibutuhkan pengklasifikasian
nomor rekening, neraca awal, jurnal, buku besar, laporan keuangan yang terdiri dari
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang
mengacu pada SAK EMKM. Dengan adanya pembukuan dan pencatatan yang baik,
maka dapat berfungsi sebagai pengungkit UMKM dalam mengontrol atau
memantau, mengevaluasi usaha, dan memudahkan UMKM dalam mengakses
kredit dari perbankan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perkembangan
usaha yang dimiliki dengan tambahan modal yang ada (Achmad, Dwi & Erna,

2020).



BAB |11

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Pemecahan Masalah

Pengelolaan keuangan berdasarkan aturan bagi Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah (UMKM) akan menjadi penting karena setiap organisasi diharapkan
dapat terkelola dengan baik termasuk pengelolaan keuangan organisasi.
Keberadaan UMKM khususnya di Desa Botuberani diharapkan dapat
menggerakkan perekonomian masyarakat melalui berbagai usaha yang dimiliki
oleh masyarakat. Secara berurutan kegiatan pengabdian dilaksanakan (1)
melakukan sosialisasi terhadap pentingnya laporan keuangan berdasarkan standar
akuntansi keuangan pada UMKM; (2) mekakukan pembimbingan tata cara

menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM.

3.2. Hasil Pemecahan Masalah

Setelah studi pendahuluan dilakukan terhadap permasalahan yang ada pada
UMKM, maka ditemukan bahwa pengelolaan keuangan/pelaporan keuangan pada
setiap UMKM masih dilakukan secara tradisional sehingga sangat berbeda dengan
pelaporan keuangan berdasarkan SAK UMKM. Hal ini penting karena dengan
hanya menggunakan laporan keuangan yang bersifat pembukuan tunggal sebagai
catatan harian saja seperti yang digunakan selama ini maka organisasi mempunyai
kesulitan di dalam memahami secara pasti terhadap kekayaan dan sumber
kekayaan organisasi sebagaimana yang berlaku pada umumnya (Dupree dan

Marder, 1984).



Begitu pentingnya penyusunan laporan keuangan dalam suatu organisasi,
maka sosialisasi berkenaan dengan tujuan utama penyusunan laporan keuangan
organisasi yang dapat dibuat menurut kebutuhan organisasi dengan frekuensi
perbulan, triwulan, semesteran atau disusun secara tahunan. Selain aktivitas
sosialisasi di dalam pelatihan ini juga peserta dilatih untuk menyusun laporan
keuangan berdasarkan SAK UMKM dengan bertujuan untuk menciptakan
fleksibilitas dalam penerapannya. Selain itu dengan adanya pelatihan ini diharapkan
pelaku UMKM dapat memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar
akuntansi yang pada akhirnya dapat digunakan untuk jaminan dalam meningkatkan

permodalan melalui pendanaan dari perbankan dalam bentuk kredit usaha.

Tujuan akuntansi secara umum terhadap organisasi adalah: (1) untuk
mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan
omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan termasuk UMKM (2)
untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa
dihindari dari setiap organisasi  (3) untuk mengetahui kondisi persediaan
barang/jasa setiap saat sehingga tetap dapat menjaga stok persediaan organisasi (4)
untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana UMKM, sehingga bisa

mengevaluasi kinerja keuangan UMKM.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibuat, manajemen keuangan melalui
pelaporan keuangan dengan menggunakan akuntansi berdasarkan standar, maka
dalam sistem akuntansi keuangan UMKM juga menggunakan standar yang sama

dalam pembuatan bukti transaksi seperti yang digunakan oleh pengguna akuntansi



pada umumnya. Dalam akuntansi dikenal sifat-sifat bukti yang harus ada di
dalamnya. Tanpa adanya sifat-sifat bukti-bukti tersebut, maka pencatatan atau

pembukuan menjadi tidak memiliki makna.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum lokasi Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi ini tentang pengembangan UMKM (Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah) dilakukan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan dari pemerintah pada pelaku UMKM di Desa Botuberani
Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Rata-rata jenis usaha yang
dilakukan oleh masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Desa
Botuberani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango adalah pengolahan
Usaha Jahit; Kios harian; rumah makan selain itu dalam bidang usaha Fashion juga
semakin diminati oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bone Bolango seperti
usaha sulam kerawang khas Gorontalo.

4.2 Hasil Pelatihan Pemberdayaan Kepada Masyarakat.

Di dalam pelatihan ini para pelaku UMKM dilatih untuk mengelompokkan
aktiva baik yang berupa aktiva lancar maupun dengan kelompok aktiva tetap.
Demikian juga para pelaku UMKM juga dilatih untuk menentukan perkiraan
sumber aktiva yaitu hutan dan modal. Selain itu para pelaku UMKM juga dibekali
cara penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
EMKM.

Dari berbagai pelaku UMKM dari berbagai usaha yang mengikuti pelatihan,
maka mereka dibekali pemahaman di dalam menyusun laporan keuangan yang

berdasarkan standar, dan lebih khusus kepada penyusunan laporan keuangan yang



berdasarkan standar akuntansi keuangan EMKM. Ditekankan dalam pelatihan ini
bahwa setiap UMKM diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang
berdasarkan standar agar dapat melaporkan aktivitas usahanya secara tepat dan
berdasarkan prosedur yang ada.

Selain ditekankan kepada pentingnya penyusunan laporan keuangan untuk
untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan
keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi yang di dalamnya telah
dilaporkan kekayaan organisasi untuk kepentingan internal organisasi juga
diharapkan dapat digunakan untuk pihak-pihak luar organisasi seperti pemerintah;
dan para pelaku ekonomi yang lain dan masyarakat. Dan hal yang terpenting juga
laporan keuangan ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha melalui
peminjaman modal kepada pihak ketiga.

Mengikut dengan standar akuntansi keuangan UMKM, maka penyusunan
laporan keuangan diarahkan untuk penyusunan (1) Laporan Posisi Keuangan
Dalam Laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas,
dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas
dapat mencakup akun-akun antara lain Kas dan setara kas, Piutang, Persediaan,
Aset tetap, Utang usaha, Utang bank, dan Ekuitas;

Selain laporan posisi keuangan juga dilaporkan (2) Laporan Laba Rugi
Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-

akun yaitu Pendapatan, Beban Keuangan, Beban Pajak. Entitas menyajikan akun



dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk
memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua
penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode, kecuali SAK EMKM
mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas kesalahan dan perubahan
kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap
periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode
terjadinya perubahan.

Demikian juga untuk melengkapi penyusunan laporan keuangan dari 2
tahap sebelumnya, maka pelaku UMKM juga diarahkan untuk membuat 3. Catatan
Atas Laporan Keuangan Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan
keuangan memuat Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan SAK EMKM, Ikhtisar kebijakan akuntansi, dan Informasi tambahan dan
rincian akun tertentu yang berisi penjelasan mengenai transaksi penting dan

material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan data awal dan informasi awal yang diperoleh serta hasil dari
sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah berdasarkan standar akuntansi keuangan SAK EMKM sangat
penting dilakukan karena pengembangan usaha melalui beberapa cara termasuk
penambahan modal kerja mensyaratkan adanya laporan keuangan berdasarkan
standar EMKM.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka disarankan kepada para
pelaku UMKM agar selalu menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM
sehingga laporan yang dibuat dapat memberikan informasi kepada semua pihak
yang memerlukannya baik internal organisasi maupun eksternal organisasi.
Beberapa kelemahan yang dijumpai di dalam UMKM berkaitan dengan
penyusunan laporan keuangan, maka perlu selalu ditingkatkan sehingga semua

perkiraan atau transaksi baik berkaitan dengan aktiva dan perkiraan sumber aktiva.
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